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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MAERAE TINCGKAT IT SURABAYA

NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTANG

PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH GOLONGAN IIT MILIK PEMERINTAH

DAERAH KOTAMANYA DANRAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA X7PALA MARRAH TINGKAT II SURABAYA

: Bahwa dalam rangka tercapainya keseragaman dan ketertiban dae

lam penjualan Rumzh rumah Golongan III Milik Pemerintah Dae
rah Kotamadyn Daerzh Tingkat TI Surnb ya serta agar hasil pen
jualan Rumazh rumah tersebut dapat dimanfastlan untuk Pemba -
ngunan Perumphan yang baru, maka dipandang perlu menetapkan =
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penjualan Rumah =rumsh
Golongan IIT Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya, yang pelaksanaamnya disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan—
Rumah Negara beserta semua Peraturan Perubahan, tambahan dan
ketentuan pelaksanaamya,.

: 1. Undang=undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme

rintahan 4i Daerah ;

2. Urdang=-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae
rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jaws Timur/ Jawa~
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Un
dang~-undang Yomor 2 tahun 1965

3. Unlang-undang Nomor T2 tahun 1957 tentang Penetapan Undang
undang Darurat Nomor 19 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah
rumah Negeri kepada Pegawal Negeri sebagai Undangeundang -
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 158 )
Juncto Bergerli jk Weningregeling Staatblad 1934 Nomor 147
dengan perubahan dan tambahannya terakhir dengan Staatblad
1949 Nomor 388

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 bentang Peraturan Dasar
Pokokw=pokok Agraria



Se

9.

10,

11

12.

13.

Undang~undang Nomor B tahun 1974 tentung Ketentuan-ketentuan
Pokok Kepegawaian ;

Peraturan Pemerintah Homor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan ,
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keusngan Dgerah 3

Persturan Pemerintah Nomor 16 tabun 1974 tentang Pelalsanaan
Penjualan Rumah Negeri ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 tentang Perubahan =
atas Peraturan Pemerintah Ngmor 16 t:hun 1974 tentang Pelak-
sanaan Penjualan Rumah Negeri i

Keputusan Presiden Republik Indonesiz Nomor 43 tahun 1974 =
tange=l 18 Maret 1974 tentung Pemba,han/Penetapan Status Ru
mzh Negeri :

Keputusan Presiden Republik Indonesiz Nomor 81 tahun 1982 -
tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 13 tahun =
1974 tentang Perubahan/Pene‘tapan Status Rumah Negeri 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pa
lsksanasn Pengelolaan Barang Pemerinizh Daerah 3

Keputugan Menteri Malam Negeri tanggal 17 Desember 1980 No=
mor 020 = 595 tentang Manmual Administrssi Barang paersh 3

Keputus=n Menteri Nalam Negeri tanggsl 19 Septenber 1985 No
mor 903 - 1219 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903 = 603 tahun 1984 tenting Pelaksanaan Anggar
an Pemdapatan dan Belanja Maerah,

Dengan Persetujuan Dew:n Parwakilan Rakyat Taerah Kotamsdys Duerah Tingkat IT =

Sursbaya.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

+ PERATURAN DAERAH KOTAMATDYA NAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG -
PELAXSANAAN PTMJIUALAN RUMAH COLONGAN ITI MILIK PEMERINTAH KOTA

MADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA.

Pasal 1

(1) Peruturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksana=

an Penjualan Rumah Negeri dengan segala perubahan dan ataue
tambahannya yang telah ada/atau diadukan kemdian beserta —
semu:. peraturan pelaksanaannys, dinyatskan berlaku puptatis-
mutandis bagl penjualan rumah golongszn IIT milik Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya



(2) Semua istilah istilsh yang tercantum dslam Peraturan Pemerin
tah Nomor 16 tahun 1974 dan Per:turen Pemerintah Noisor 38 ta
hur 1982 tentang Perubahan Pertamn Persturan Pemerintsh No-
mor 16 tahun 1974 yaitu :

s#e Presiden RT

b, Milik Negara g

c. Keuangan Negars

d. Departemen dan Lembaga Pemerintzh dan Negara ;

¢. Pejabat VNegara ;

f. Pogawal Negeri :

&« Angg=ran Pendapaitan Belanjs Neg.ra

L., Menteri/Pimpinan Lembagn :

i, Kis Negara ;

j« Perusabaan—perusahaan milik Wegsrs dan Bank-bank Pemerin-
tah ;

k. Keputusan Presiden

diubah dan harus dibaca :

ge Walikotamadya Kepala Daerah Tingikst IT Surabaya

b. Milik Daerah 3

¢. Keuangan Dgersh ;

d. Kotamadya Maerch Tingkat IT Surabays 3

&, Pejabat Paerzh :

f. Pegawai Negeri/termasuk ABRI ;

8+ Anggaran Pendapatan Belan ja Daersh ;

h, Walikotsmadya Kepala Daerzh Tingkst Il Burabaya 3

i. Ks3 Daerab ;

Jo Perusshazn—perusshaan milik Daersh dan Bank=bank Pemerine
tah

k., XKeputusan Walikotam4dys Kepals Dzerah Tingkat II Surabaysa.

Pagal 2
Felaksanasn penjualan Rumsh rumzhy Golongan I1T milik Pgmerin
tgh Kotamadya MNaorah Tingkat II Surabaya disssuaikan dengan
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerint.h Nomor § tahun 1975,

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlzku pada tanggal diundangkon,

Surabaya, 12 Nopember 1986

NEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT IT SURABAYA
Ke t ua
t5d ttd

STANY SOEBAKIR dr, POERNOMO KASIDT




Disahkan dengsn Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26
Mei 19&?‘Nomor 012.35 = 522,

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN
UMOM TAN OTONOMI DAFRAH

Direktur Pembins~n Pemerintahan
Naerzh

ttd

Drs. SOEMARNO,—

Divndangkan d:lam Lembaran Maerah Kefamadya Daersh Tingkat IT Sura
baya Nomor 7 tunggal 24 Agustus 1987 Seri C.

An, WALIKOTAMADYA XEPALA DAKRAH
TINGKAT IT SURABAYA

Sekretaris Kotamadyaf])aemh

tid

Nrge SOENARJO

. _ Nip. 510 040 479.
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat IT S,rabaya
ub,
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PENJELASAN ATAS FERATURAN DAERAH KOTAMATYA DAZRAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTANG
PRLAKSANAAN PENJUALAN RUMAH GOLONGAN ITII MILIK
PEMIRINTAH KOTAMANYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUY. :

Penjualan Rumsh milik Pemerintah telah di-twr diatur dengan keten
tuan ketentuan y.ngy telsh Aitetapkun 4alam Peraturin Pemerintah Nomor 16
tahun 1974 tent.ng Feliksanzan Tenjualan Rumab Negeri, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintsh Ngmor 38 taﬁu.n 1982 dimana Peraturan—
tergebut mutatie mutindis berlaku pula untuk penju-lan Rumgh—rumah milik
Pemerintah Kotamadyz Daerah Tingkat II Surabaya.

Pelaksanaan penjualan Rumah milik Pemerintzh Xotamadya Daerah =
Tingkat II Sursbays disesuaikan pula dengan Fasal 15 uyet (1) Peraturan—
Pemerintah Ngymor 5 tahun 1975

Nengan ditetapkannya Peraturan Naerah ini sekaligus akan memberi-
kan landasan hukum ztas penjualan rumah milik Pemerintsh Kotamadya Dae
rah Tingkat I1 Sursbaya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Pera =
turan Menteri Dalan Hegeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang

Pengelolaan Bar.ng Daerah,

PENJELASAN PASAL DEMT PASAL

Pasal 1 sampal dengsn Pasal 3 : cukup Jelas.




